
 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
WALIKOTA PADANG 

PERATURAN  WALIKOTA  PADANG 

NOMOR  51  TAHUN  2015 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 23  
TAHUN 2015  TENTANG PENJABARAN  PERUBAHAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PADANG, 

 
Menimbang : a. bahwa  memenuhi Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 

Tahun 2015 Nomor 10) telah ditetapkan Peraturan 
Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun  Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 
Nomor 24) sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APBD Tahun Anggaran 2015; 
  b. bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah 

(SPPH) Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 16 

September 2015 oleh Ditjen Perimbangan Keuangan 
Kementerian Keuangan dan telah ditandatanganinya 

Perjanjian Hibah Daerah (PHD) pada tanggal 6 Oktober 

2015 oleh masing-masing daerah penerima hibah, serta 
surat  Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana tentang Percepatan 
Proses DPPA dan Persyaratan Pencairan Hibah Bantuan 

Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 
TA 2015, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah 

dan disempurnakan;      
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a  dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 
Padang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015.   

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera    Tengah  

(Lembaran Negara  Tahun 1956 Nomor  20); 



   

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3164);    

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), 
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 45,  Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5272); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450); 

26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah                  

( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 ); 



27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2015  

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 
2015 Nomor 10); 

28. Peraturan Walikota Padang Nomor 23 tahun 2015 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Padang 
Tahun 2015 Nomor 24).  

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :   PERATURAN    WALIKOTA PADANG  TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 23 TAHUN 

2015 TENTANG  PENJABARAN  PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN  DAN  BELANJA   DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2015 
 

Pasal 1 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2015 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 24) 

diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut :   
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri 
dari: 

1. Pendapatan  :    
 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 402.035.190.681,00 

b. Dana Perimbangan Rp. 1.194.011.610.559,00 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 462.152.584.000,00 

 Jumlah Pendapatan  2.058.199.385.240,00 
 

2. Belanja  : 

a.  Belanja Tidak Langsung  

1) Belanja Pegawai Rp. 1.377.522.628.959,07 
2) Belanja Bunga Rp. 2.062.500.000,00 

3) Belanja Hibah Rp. 26.750.232.000,00 

4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 5.622.084.650,00 
5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 5.938.309.104,00 

6) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000,00 

 Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.418.895.754.713,07 
b. Belanja Langsung  :                                                                                       

1) Belanja Pegawai Rp. 25.628.993.775,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 588.290.861.443,44 
3) Belanja Modal Rp. 362.549.569.982,02 

 Jumlah Belanja Langsung Rp. 976.469.425.200,46 

    

 Jumlah Belanja Rp. 2.395.365.179.913,53 
    

 Surplus/(Defisit) Rp. (337.165.794.673,53) 

    



3. Pembiayaan  : 

 

a. Penerimaan Rp 356.287.629.323,53 

b. Pengeluaran Rp. 17.500.000.000,00 
 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 338.787.629.323,53 

    

 Sisa lebih pembiayan anggaran 
tahun berkenaan 

Rp. 1.621.834.650,00 

 

2. Ketentuan Pasal 6 Lampiran I diubah sehingga keseluruhan Lampiran I 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

3. Ketentuan Pasal 6 Lampiran II diubah sehingga keseluruhan Lampiran II 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak  terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.  

           
Pasal 2 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini  dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang. 

 
Ditetapkan di  Padang 

pada tanggal 10 November 2015 

 
     WALIKOTA PADANG 

 
 

ttd 
                 

               MAHYELDI 
 

Diundangkan di Padang 

pada tanggal 10  November 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG 
 

 
ttd 

 

    NASIR AHMAD 
 

         
BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN  2015 NOMOR 52. 
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